WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR A4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Menimbang

Mengingat

BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

bahwa  kebijakan retribusi daerah  dilaksanakan
berdasarkan kebijakan fiskal nasional dengan prinsip
pemerataan dan keadilan, bertujuan untuk mewujudkan
tata kehidupan bangsa yang sejahtera dan berkeadilan
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam
mencapai program prioritas nasional khususnya
melanjutkan pengembangan infrastruktur serta menjamin
rumah murah dan sanitasi bagi rakyat yang
membutuhkan, diperlukan adanya pengaturan mengenai
penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung
dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan
Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Wali Kota atau
pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi
dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib
retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kota  Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil



Menetapkan

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Unang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBEBASAN
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2t

(2)

Daerah adalah Kota Magelang.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Pasal 2
Wali Kota memberikan pembebasan Retribusi PBG bagi
MBR.
Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan Wali Kota.



(3)

(6)

(7)

(1)

Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG.

Pasal 3
Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan
masyarakat yang termasuk MBR.
Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan pada besaran penghasilan.
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditentukan berdasarkan :
a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.
Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan
seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah,
dan/atau hasil usaha sendiri.
Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh
pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah,
dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan
rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat,
besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan
1 (satu) orang.
Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang
bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 4
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya
pembangunan atau perolehan rumah layak huni.
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk
pemberian  kemudahan  perolehan atau  bantuan
pembangunan rumah.
Biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai jenis
rumah yang diperoleh berdasarkan :
a. harga jual pemilikan rumah umum;
b. biaya perbaikan rumah swadaya; atau
c. biaya pembangunan rumah swadaya.
Harga jual pemilikan rumah umum dan biaya
pembangunan rumah swadaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan huruf ¢ dihitung berdasarkan
batasan luas lantai rumah umum dan rumah swadaya.
Biaya perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan
biaya pembangunan rumah swadaya.

Pasal 5
Besaran penghasilan MBR penghasilan per bulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling



banyak untuk kategori :

a. tidak kawin sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

b. kawin sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
dan

c. satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat
sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

(2) Batasan luas lantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (4) ditetapkan :

a. paling luas 36 m? (tiga puluh enam meter persegi)
untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah
susun; dan

b. paling luas 48 m? (empat puluh delapan meter persegi)
untuk pembangunan rumah swadaya.

Pasal 6
Tata cara pemberian pembebasan  Retribusi PBG
dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali
Kota mengenai tata cara pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 7
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHA NUR AZIZ
Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAE KOTA MAGELANG,

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 44



